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BAB III 
 

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat di 

simpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik 

di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik sehingga telah mewujudkan tertib 

administrasi pertanahan. Meskipun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa 

kendala dari Kantor Pertanahan, PPAT dan para pemohon. 

Adapun kendala – kendala tersebut adalah pencarian berkas yang agak 

lama karena terlalu banyak berkas yang disimpan di Kantor Pertanahan, kesalahan 

kecil dalam penulisan berkas oleh PPAT dan kekurangan dalam pengumpulan 

berkas - berkas oleh pemohon. Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan suatu 

kendala yang berarti. Hal ini terbukti dengan adanya diterbitkannya APHT dengan 

tepat waktu kepada pemohon. Dengan hal ini Kantor Pertanahan telah melakukan 

tugasnya dengan baik sesuai yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang – 

undangan yang ada. 

B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis telah member saran – saran 

kepada :  
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1. Kepala Kantor Pertanahan  

Mengingat banyaknya berkas yang disimpan di Kantor Pertanahan sehingga 

sedikit mempersulit pencarian suatu berkas dan memakan waktu dan tenaga. 

Alangkah baiknya penyimpanan dan pencarian berkas dilakukan dengan 

sistem pencarian menggunakan searching database. Hal ini akan jauh lebih 

praktis dan menghemat waktu. 

2. PPAT 

Disarankan untuk lebih teliti dalam memeriksa, mengisi data – data dalam 

suatu berkas. Dari pihak PPAT juga diharapkan memberikan tambahan 

informasi kepada masyarakat khususnya pemohon. Agar dapat 

meminimalisasi kesalahan dan kekurangan dalam penulisan berkas – berkas, 

sehingga tidak harus dikembalikan oleh Kantor Pertanahan untuk diperiksa 

ulang. 

3. Masyarakat khususnya Pemegang Hak Milik Atas Tanah  

Disarankan kepada para pemohon agar mencari informasi tentang tatacara 

dan persyaratan dalam pengajuan permohonan hak tanggungan, sehingga 

untuk mengurusnya dapat mempersiapkan berkas – berkas yang diperlukan.  
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